i

“Terwujudnya Badan Peradilan Militer lll-13 Madiun yang Agung”

Wi

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer [11-13 Madiun.

2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada
Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer 111-13 Madiun.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer 11I-13

Madiun.

Wesonang

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang
Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang
memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara
pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak

pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawabh.

2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.

3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap
sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.

4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer.



